PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR : 04 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal
125 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu
ditata kembali Organisasi dan Tata Kerja Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Maluku sebagaimana
diatur dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 12
Tahun 2009;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah Provinsi Maluku tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi
Maluku.
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat | Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1617);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
RI' Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004,
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008, Nomor 59 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002
tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4254);

Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4581);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nomor 03 Tahun 2007

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku.
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Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
dan
GUBERNUR MALUKU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;

3.  Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lainya sebagai Badan Eksekutif Daerah;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;

Urusan adalah urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku sebagai

Daerah Otonom;

8. Badan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Badan Ketahanan
Pangan Daerah Provinsi Maluku adalah Perangkat Daerah Provinsi yang
dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi ketahanan
pangan;

9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku;

10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air,
baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan
dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan
atau minuman;

No
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah
tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah
maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau;

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi
dalam daerah dan/atau sumber lain;

Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan,
menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas,
mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan;
Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka
ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang;

Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan
pangan, dan/atau ketidak mampuan rumah tangga dalam memenuhi
kebutuhan pangan;

Kewaspadaan Pangan adalah suatu pendektesian dan pengelolaan
informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus
dan menghasilkan pemetaan daerah rawan pangan dan gizi yang
menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program
dan kegiatan penanggulangan daerah rawan pangan dan gizi;

Distribusi Pangan adalah, setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan
dalam rangka penyaluran bahan pangan atau pangan kepada
masyarakat baik untuk diperdagangkan atau tidak;

Rawan Pangan adalah, situasi daerah atau masyarakat yang tingkat
ketahanan dan keamanan pangannya rentan terhadap ancaman atau
gangguan internal maupun eksternal;

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang
Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta
bersifat mandiri.

BAB i
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Maluku.
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